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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi secara khusus dalam pengadaan barang/jasa merupakan salah satu
bentuk kejahatan yang dilakukan karena kurangnya pengawasan atau manajemen yang
baik dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga menimbulkan kerugian
terhadap perekonomian negara. Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak
hukum seperti pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangannya memiliki tujuan
untuk dapat memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pihak lain. Penulisan ini
bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan KDZ yang mengatur pemenang lelang
pengadaan barang di Kabupaten Nias dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana
ditinjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto
KUHP. Tindakan KDZ selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan bibit
karet okulasi PB 260 yang secara bersama-sama mengatur pemenang lelang serta
menerima suap untuk menyalahgunakan kewenangannya yang menimbulkan kerugian
negara telah terbukti, sehingga atas perbuatannya KDZ dapat dikenakan Pasal 3 dan 12
huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
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ABSTRACT

Criminal acts of corruption is specifically in the procurement of goods/services is one
form of crime conducted due to lack of supervision or good and effective management in
the administration of the government, causing losses to the country's economy. Criminal
acts of corruption conducted by law enforcers such as civil servants by abusing their
authority has the purpose of being able to obtain benefits for themselves or other parties.
This thesis aims to analyze whether KDZ actions governing the winners of procurement
of goods in Nias Districts can be subject to criminal liability reviewed by Law Number 20
Year 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of
Criminal Acts of Corruption Juncto Criminal Code. The action of KDZ as the
Commitment Making Officer (PPK) in the procurement of PB 260 grafting rubber
seedlings which jointly regulates auction winners and accepts bribes to abuse their
authority which has caused state losses has been proven, so that the KDZ can be subject
to Article 3 and 12 b of the Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law
Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption Juncto
Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code.
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